
BUPATl SIMEULUE 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI SIM EULUE 
NOMOR 4 TAHUN 202 1 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGJAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE 

TAHUN ANGGARAN 2021 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI SIMEULUE, 

Menimbang: a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan pernbangunan desa dan 
pernberdayaan rnasyarakat rnenuju kernandirian desa untuk 
rnewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, 
pernbangunan dan kemasyarakatan di desa pemerintah 
mernberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan prioritas 
untuk rnendukung penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

b. bahwa berdasarkan PasaI 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tentang Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian 
Dana Desa untuk setiap Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun 
Anggaran 2021; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan 
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897}; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

4. Undang-Undang ... .. . 



4. n dang-Unda ng N mar 9 Tahun _o_o t nt:u1 ~ , nggaran 
P nda p· tan dan B 'lanja Negara Ta hun Ang~pran .c- 02 1 
(Lembaran Neg ra Repu blik Indonesia Ta hun 020 Nomor 
239); 

5. Pcraturan Pcmerin tah Nomor 43 Ta.hun 2 01 4 P rnturan 
Pelaksan aan Unda ng Undan g Nomor 6 Tahun 201 4 tcnta n <-T 
Desa seba 0 a ima na tela h diuba h denga n Perntunn 
Pemerin tah 1omor 47 Tahun _015 tenta ng P ruba han AtAs 
Peraturan P m erint~ h Nam.or 4 3 Talnm 2014 tenta n g 
P ratu ran Pelaksa naan Undang Undang Nomor 6 Tnhun 
_Q 14 ten ta n g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 015 Nomor 157 , Ta mbahan Lembanm Negara Nomoi-
57 17); 

6 . P raturan Pemerinta h Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa yang bersumber da ri Angga ran P ndapatan dan Belanja 
Negara (Le mbru n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1 8 , Tmnbahnn Lcmbaran Negara Nomor 5558) 
sebagairna n H tcla h diuba h dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 2_ T 1hun 2015 ten ta ng Pen1bahan Atas Pcraturan 
P merintnh Nomor 0 1'ahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bcrsumber dnri Angga mn Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Neg rn Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tamb ha n Lembaran Negara Nomor 5694); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapa ta n dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
20- 1 {Le rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 266); 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue 
Tahun 2018 Nomor 41); 

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 
Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue 
Tahun 2021 Nomor 67)~ 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 . Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Simeulue. 
3 . Bupati adalah Bupati Simeulue. 

4 .. Cumat ,. .. , . ~. :J 
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4 . Camat Rdalah pimpinan atau koordinator pcnyclcnggaraan 
p mcrintaha11 di wila) ah kerja kecamatan yang da lam 
p 'laksanaan tugas m mperoleh pelimpahan k wenangan 
l merintah an dari Bupati untuk menangani scbagaian 
urusa.n otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum 
pemerintahan. 

5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue. 
6. Pemerintah Desa adalah I epala Desa dibantu perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara pe merintahan desa dala m 
Kabupaten Simeulue. 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang diteta pkan oleh 
Menteri Dalam Negcri. 

8 . Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten 
Simeulue. 

9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerinta han oleh pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui 
dan dihormati dnla m sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia . 

10. Rencan a Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnva disingkat RPJMDcsa adalah rencana kegiatan 
pemb mguna n desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka 
waktu l (satu) tahun. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapa t dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban desa. 

13. A_nggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

14. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui 
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. 

15. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten. 

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa 
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh desa. 

18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dite rima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran bcrikutnya. 

19. Alokasi Dasar ada!ah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk. 

20. Alokasi .. : .. 
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20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kcpada Desa 
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

2 1. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada 
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas '\vilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

23. lndeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga 
prasarana fisik secara relatif an tar Daerah. 

24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada 
bank sentral. 

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 
ditetapkan. 

27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat 
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa diKabupaten Tahun Anggaran 2021, 
dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran 
pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil 
dan merata. 

(2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk 
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala 
lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa dengan pola Padat Karya 
Tunai Desa serta dalam rangka melanjutkan dukungan 
penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk 
Bantuan Langsung Tonai Desa. 

BAB ..... 
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BAB lI1 
PEi 1E'fAPAN RTNCIAN DAN TATA CARA PENETAPAN DANA 

DESA 

PasaJ 3 

Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten (APBK) Simeulue Ta hun Anggaran 2021 sebesar 
Rp.119.684.330.000.- (Sera tus sembilan belas milyar enam 
ratus de lap an pulu h empat juta tiga ratus tiga puluh ribu 
rupiaf~ dengan ri.ncia n secara merata dan berkead ilan 
berdasarkan : 
a . Alokasi Oa sar sebesar Rp. 79.337.213 .000.- (tujuh puluh 

sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh ju.ta dua ratus 
tiga belas ribu rupiahJ ; 

b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. 1.029.546.000,- (satu milyar 
dua puluh sembilan ju.ta Zima ratus empat puluh enam ribu 
rupiah); 

c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. 4.034.142.00 0,- (empat milyar 
tiga puluh empat ju.ta seratus empat puluh dua ribu rupiah); 
dan, 

d. Alokasi Formula sebesar Rp. 35.283.429.000.- (tiga puluh 
Lima milyar dua ratus delapan puluh tiga ju.ta empat ratus 
dua puluh sembilan ribu rupiahJ. 

Pasal 4 

(1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a, dihitung dan dibagi secara merata kepada 
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk 
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021. 

(2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dengan ketentuan: 
a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu 

ju.ta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) 
jiwa; 

b. Rp. 561.574.000,00 (Zima ratus enam puluh satu. juta 
Zima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai 
dengan 1.000 {seribu) jiwa; 

c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu 
ju.ta Zima ratus tuju.h puluh empat ribu rupiahJ bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 1.00 I (seribu satu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; 

d . Rp. 721.575.000,00 (tuju.h ratus dua puluh satr., 
ju.ta Zima ratus tujuh puluh Zima ribu rupiah) bagi 
Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu 
satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribuj jiwa; dan 

e . RJ?. 801.576.000 (delapan ratus satu ju.ta Lima ratus 
luJUh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumla h 
penduduk di a tas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa. 

Pasal.. ... 
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Pasal 5 

(1) Alokasi Afirmasi se tia.p Desa scbagaimana dimaksud pcida 
Pasal 3 huruf b, d iberika n kepa da Desa TertinggaJ dan 
Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi. . 

(2) Besa.ran Alokasi Afirmasi setiap Desa scbaga1mana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan k eten tuan 
dalam Peraturan Menteri. Keuangan Nomor 
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 

Pasal 6 

(1) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagairnana dim~s~d 
pada Pasal 3 huruf c, ditentukan berdasarkan kritena 
utama dan kriteria kinerja. 

(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afinnasi . 

(3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja 
terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, penge1o1aan 
Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan 
capaian hasil (outcome) pembangunan desa yang dihitung 
berdasarkan ketentuan dalam Pera.tu.ran Menteri Keuangan 
nomor 222/PMK.07 /2020 tentang pengelolaan Dana Desa. 

Pasal 7 

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan 
menggunakan bobot sebagai berikut: 
a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%; 
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%; 
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; 

dan 
d. Capaian hasil {outcome} pembangunan Desa dengan bobot 

35%. 

Pasa1 8 

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan 
Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 
50% (lima puluh persen) dan rasio belanja bidang 
pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja 
bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen). 

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 
7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang 
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana 
Desa t~rhadap total dana Desa dengan bobot 55% (lima 
puluh hma persen) dan persentase pengadaan barang jasa 
Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat 
puluh lima persen). 

(3) C_apaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana 
d1m~s':1d pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase 
reahsas1 penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima 
puluh persen) dan persentase capaian keluaran Dana Desa 
dengan bobot 50% (lima puluh persen). 

(4) Capaian .. .. . . 
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{4 ) Ca paian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal huruf d dinila i dari perubahan skor 
Indeks Desa Membangun denga n bobot 30%, (tiga puluh 
persen} , perubaha n sta tus Desa indeks Desa Mcmbangun 
dengan bobot 30% (tiga puluh persen) , statu s Desa indeks 
Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh 
persen), dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa 
dengan bobot 30% (tiga puluh persen) . 

Pasal 9 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf 
d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. dengan rincian sebagai berikut : 
a. 10% (sepuluh persen) untukjumlah penduduk desa; 
b . 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan; 
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan, 
d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis 

desa. 

Pasal 10 

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Desa = {(0,10 * Zl} + (0,40 * 22) + (0,20 * 23) + (0,30 * Z4)} * AF 

Kab 
Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

Z2 

Z3 

Z4 

AFKab 

= Alokasi Formula setiap Desa 
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 
total penduduk Desa Kabupaten Simeulue. 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabupaten Simeulue. 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total 
luas wilayah Desa KabupatenSimeulue. 

= rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa 
Kabupaten Simeulue. 

= Alokasi Formula Kabupaten Simeulue. 

Pasal 11 

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 
Bidang Statistik. 

Pasal 12 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Simeulue ini. 

BAB .. .. 
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(4) Penyalu rnn Da na Desa scbagnimmm d im:1ksu nci 1 Yn l 
(1) dila b1kan ctalam.:, (tiga) t:1hnp. ckngnn kctcntu,m: 
a . tahap 1 sebesar 40% (em pat puluh p -rs ·n) dnri pn~H 

Dan a Desa s etiap Desa, dengnn rincia n: 
1. 40' t, ( 'mp t puluh p rst'n) d ri ng1. 1 o ,uu1 Des 1 

setia.p Desa dikurnngi kebutuh n D:m i De: 1 untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan k~limn 
pal ing cepat bulan J a nuari' dan 

2 . kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dt·sa bu! n kcsntu 
sampa i den gan bulan kelima pa ling pat but n 
Januari untuk bula n kesatu dan paling ccpat masin g
m a sing bula n berkenaan untuk bula n kedua sump i 
dengan bula n kelima. 

b. tahap II sebesa r 40% (empa t puluh persen) da ri p lgu 
Dana Desa setiap Desa, denga n rincian: 
l. 40% (empat puluh persenl da ri pagu Da n a Desn 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan keenam sa mpai dengan bulan 
kesepuluh paling cepat bulnn Maret; da n 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenum 
sarnpai dengan bulan kesepuluh pa ling cepat bulun 
Juni untuk bulan keenam da n paling cepat mnsing
masing bulan berkenaan untuk bula n ketujuh 
sampai dengan bulan kesepuluh; da.n 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) da ri pngu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana De~m 

setiap Desa dikurangi kebutuha n Dana Desn. untuk 
BLT Desa bulan kesebelas sarnpni dengnn bulon 
kedua belas paling cepat bulan Juni; d on 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulnn 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belm, paling 
cepat bulan November untuk bulan kesebelns dnn 
paling cepat akhir bulan November bulun kcdun 
belas. 

Pasal 14 

(1) Penya1uran Dana Desa dilaksannka n setclnh KPA 
Penya1uran Dana Afokasi Khusus Fisik don Dana Dcsn 
menerima dokumen persyaratan penyalurnn dari Bupatj 
secara lengkap dan benar, dengan kctcn tu a n: 
a. tahap I sebesar 40% sebagaimana dimuksud <la.lam 

Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa : 

1. pcrnturnn .. ... 
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1. peratu ran Bupati/ wa li ko ta me ngena i tataca ra 
pernbagian dan penetapa n rincian Dana Desa sctia p 
Desa ; 

2. Peraturan Desa mengen ai APBDes; dan 
3. surat kuasa peminda h bukuan Dana Dcsa; 

b. ta h a p II s ebesa r 40% sebagaima n a dima ksud da lam 
Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan ca paian kelu aran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahapl menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah 
disalurkan; 

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerirna manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan 

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dan kepala KPPN yang berasal dari: 
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor 
oleh Kepala Desa ke RKUD;dan 

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. 

c. tahap III sebesar 20% sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} huruf 
b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 
2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa 
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
criteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per 
bulannya. 

(3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ditambahkan 
dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai 
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa. 

(4) Bupati .... 
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(4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dima ksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan 
wajib disampaikan pada saat penyampaia n dokumen 
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari 
seluruh kegiatan setiap Desa. 

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai 
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan 
capaian keluaran. 

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati 
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi 
kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran. 

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalarn Negeri. 

(9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(l0)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik 
{hard copy}. 

(1 l)Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN). 

Pasal 15 

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, 
disalurkan dengan ketentuan : 
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat ( 1) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya. 

{2} Penyaluran Dana Desa Tahap H untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b 
angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh masing-masing buian disalurkan setelah Bupati 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan sebelumnya . 

(3) Penyaluran .... 

.Dirirqfoi i:len~cm Co.,.,.S canner 
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{3) P nyaluran Dana Desa Ta hap Ill un t:uk BLT Desa 
sebaga ima n a dirnaksud da lam Pasal 13 ayat (4) hu ruf 

a n gka 2 untuk bulan kesebelas sampa i dcngan bula n 
kedua bcla s ma sing-m a sing bula n d isalurka n sctelah 
Bupa ti mela kuka n perekama n rcal isas i j umla h keluarga 
penerima manfaat bulan sebclumnya. 

(4) Perekaman sebagaimana dimaksu d padaayat (1) sampai 
dengan a) at (3) dilakukan mela lui a plikasi On line 
Mon itoring Sistem Perbendaharaan d a n Anggaran Negara 
(OMSPAN) . 

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pa da ayat (4) untu k 
perekam an realisasi jumlah kelua rga pen erima manfaat 
bu lan kedua bela s dilakuka n pa ling la mbat tanggal 31 
Desember. 

(6) Jumlah keluarga pen e1ima manfaat sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (1) huruf a , m erupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga p enerima 
m an faat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau h a sil pendataan jumlah kelua rga penerima 
m an faat BLT Desa tahun berkenaan. 

(7) Dalam ha l tidak terda pa t keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Da na Desa disa lurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

(8) Da lam h a l terda pa t perubahan peraturan Kepala Desa 
m engenai peneta pan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b angka 3 , Bupati menyampaikan perubahan 
peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
{OMSPAN} paling lambat tanggal 31 Desember. 

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk 
bulan ke satu sampai dengan bulan yang belum 
disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
bulan sebelurnnya. 

(lO)Da lam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari 
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam 
pada bulan ke satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke dua sampai 
dengan bulan ke dua belas tetap disalurkan sebesar 
kebutuhan BLT Desa setiap bulan. 

(1 l)Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3) dan ayat (5). 

Pasal 16 

( 1} Dalam rangka penyarnpaian dokumen persyaratan 
penyaluran seba gaimana dimaksud dalam Pa sal 14 ayat 
f I), Kepala Desa menyarnpaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati , secara lengkap dan bena r 
dengan ketentuan: 

a. tahap .. .. . 

.Diri rqfo i i:len~cm Co.,.,. Scanner 
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a. ta.h a p l bcrupa pcraturan Dcsa mengenai /\PBDcs; 
b . tn ha p II bcrupa: 

I . la pora11 rcalisasi pc nycrapa n dan capaian kr.:luaran 
Dana Dcsa tahun a nggaran scbelumnya; 

2. la poran rco.lisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Da na Desa taha p I m cnunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapa n pa ling scdikit scbesar 50% (lima puluh 
pcrsen) dan rata -rata ca paian keluaran 
menunjukka n p a ling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh Iima persen) dari Dana Desa tahap l 
ya ng telah disalurkan; 

3. Peraturan Kepala Desa rnengenai pen etapan keluarga 
penerirna rnanfaat BLT Desa a tau Peraturan Kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerirna manfaat BLT Desa; dan 

4 . berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pernerin tah 
Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II rnenunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Dala m hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Angga ran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 
2021 dil:c'lmbahkan dokumen persayaratan berupa 
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria dan/ a tau tidak tersedia cukup anggaran per 
bulannya. 

(3) Ca pa ia n keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung 
bcrda sa rka n rata-rata persenta se capaian keluaran dari 
seluruh kegiatan setia p Desa . 

(4) Penyusuna n Japoran realisa si penyerapan dan capaian 
kclua ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b angka 2 dan humf c angka 1, dilakukan sesuai 
dengan ta ble referensi data bidang, kegiatan, sifa t 
kcgia tan, uraian keluaran, volume keluaran, ca ra 
penga daan dan capa ian keluaran. 

(5) Dala m ha! tabel referensi sebagaimana dimaksud pa da 
aya t (4) belum memcnuhi kebutuhan input d a ta, Kepala 
Desa menyarnpaika n permintaan pen1ba han table 
referensi kcpada Bupa ti untuk dilakukan pemuta khi ran. 

(6) Perubah a n tabel referensi sebagaimana dirna ksud pada · 
ayat (5) mengacu pada ketentuan yang dite tapka n olch 
Kementerian Dalam Negeri. 

Pa sal.. ... . 



(1) DaJar 1 rnn 0 ka penyalurnn ·tna "sn t·,lwp t u ntul,; 
kebutuhan BLT De ·n ulan k · ""ltU " 1mpa1 d •n ~vnn \ tl:ln 
ke limn. sebagaim n dimak~ud dn ln m ,~a l l'" ny, t ( J). 
Kepala Des 1 memenuhi ket.eutu:m : 
a. persyaratan · bagainrn..nu <limak~lHi lnlam Pn:·;11 t( 

ayat (1) hun1f a da n m ·nyamp~1iknn dat!l j rnnbh 
keluat"ga penerima m ., nf,1at st':ti::\p bulnn y m ~• b ·rl- ku 
selama 1 (dua belns) bulnn untuk P<-'11., 1lurnn nna 
Desa untuk BLT Des bulan k &1tu k ' J:.~Hin l3llf. !lti: 
d a n 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bu!. 11 kcdua ~ \mpai 
dengan bulan kelima masing-masing bu! n di ·a lurkn n 
setelah Kepa la Desa menvnmpaiknn dat 1 n: ili 1si 
jumlah keluarga pen ~rimn man( at bu Inn s •bclunm vn 
kepada Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT D ·sn bulnn 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh s b :igaimnn::i 
dimaksud dalam Pas .. l 15 ayL t (2) masing-mnsin g bu\:m 
disalurkan setelah Kepala Desa mcnyumpuik. n dnt 1 

realisasi jumlah kelunrga peneiima manf:rnt bulnn 
sebeiumnya kepada Bupati. 

(3) Pen ·alurnn Dana Desa tahap 1II untuk BLT Dcsa. but n 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas s ba uimnnn 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan 
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dnt 1 

realisasi jumlah keluarga penerima manfoat bulnn 
sebelumnya kepada Bupati. 

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati 
paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jurnlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manf. at 
BLTDesa tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desn 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hun1f b 
angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan 
Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(7} Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampui 
dengan ayat (4). 

BABV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 18 

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk 
pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor priorit.as 
di Desa. 

(2) Pemulihan ..... 
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(2) Pcm ulih n ekonomi seb gaim a n a d ima ksud pa da 
ayat ( i) berupa J a ring P ngarnan osiul Pad at Kary a 
Tunai, p"mbcrda raan usaha mikro kecil dan mencngah , 
scktor u saha pe rtanian, dan pengembangan potensi Desa 
mela lui Sadan Usaha Milik Desa. 

(3} Pen embangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa pengemba ngan Desa Digital, Desa 
Wi ala, usaha budi d ya pertanian, peternakan, 
perikana.n , ketahanan pangan dan h ewani, d an perbaikan 
fasilita s kesehatan . 

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dima ksud pada ayat 
(2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam 
penggunaan Dana Desa . 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tcrmasuk kegiatan dalam rangka 
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19). 

(6) Pengguna an Dana D sa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) b rp doman pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Dae.rah Tertinggal dan Transmigrasi 
men cnai prioritas penggunaan Dana Dcsa. 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atautidak mampu yang berdomisili di 

Desa bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, 
Bantuan Sosial Tonai, dan program bantuan sosial 
Pemerintah lainnya. 

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLTDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, 
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk. 

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mempertimbangkan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 
Kementerian Sosial. 

(6) Besa.ran BLT Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
perkeluarga penerima manfaat. 

. {7} Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan 
J anuari. 

7 

. .. .... .. 
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(8) D alam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampa i 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuha n BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat ( 1) 
h uruf a dan Pasal 18 ayat (l} huruf a, pembayaran atas 
selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya 
m enggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap bulan. 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih 
Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya 
untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa. 

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa 
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan 
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. 

Pasal 20 

(I) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman 
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan 
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat. 

Pasa121 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 9 ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l}, Bupati memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

Pasal22 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampinga n atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) 1~ata _cara pen_dampirig~ s~bagaimana dirnµksud pada aya t. 
_ _ (-) d,ilaksanakaan scsuai dengan pc<loman yang dite tapkan 

· olch Mcn teri Teknis terkait. · · 

.!Jirir..(i(li cler..:ial'\. C!lMSCO:llfler 
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BAB VI 
ELA DE,'.-\ 

;.3.$,: l .:... ~ 

( 1) K pala De a rn •n:, rea li s ·1 · i peny e ra pa n 
d n <" paian owp: s .,. iu~ tn ha µ pcnynlur m 
kepada p · ·.q . L ... clolnan Keumv rn Dacrnh 

at nn :lI1 • ·ep:11 inu P ' mbcrdn 'HH n 

.. ~ bu paten ~uJu da.n Kcpnla 
n :1 ekt\: · ~u uc s,-,r amnt. 

{'1) Lopo , p ny rnprm !· n npaian output Dana 
Desi . di muk ·ud p·1cta nyat (1) tcrdi.ri ata s : 
a . tnl crn ruran Dcs·l m ngenai APBDcsa; 
b. rnJ rup:1 : 

l . 1 .rn r 1fo:nsi µe nyernp an dun capa i rn output 
Da nn D sa tahu n a nggnrnn seb lurnnya ; 

. t I . n re di · ·i penycrupm dun capaian kclu~rn ~ 
Dun \ [ e. ,:\ tnh 11, I menunjukk m ra ta- n 'l ta rea11sus1 

~m· ·m ;i n a lin~ s · i ik it scbcsar 5 0% (lima puluh 
pc~ n) d m · rn ta -ratu apajan kelua ran 
, \\:n mju kk m pa\in s ·d ikit scbes ar 3 5% (t iga 
p !uh lim 1 p r-.:: ·nJ da ri Dana Desa tah a p I yan g 
tel .h di.· tl urkan ; 

3. rn umn K ·p l a D . a mengen ru pen e ta pa n kclua rga 
p n erima m a n faa t BLT Desa a ta u peraturan Kepa la 
De m ·ngcn ni penc ta pan tidak terdapa t kelua rga 
penerima m a nfaa t BLT Desa ; dan 

4. be1;t.a acara konfirmasi dan rckonsiliasi komula tif 
is.a Da na Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 

Tahun Anggarru1 2018 di RKD antara Pemerinta h 
Dae rah da n Pemerinta h Desa; 

c . tah.ap m berupa : 

I . laporan realisasi penyerapa n dan ca paian kelua.rnn 
Dana Desa sampai dengan ta hap II menunjuk.kan 
rata-rata realisasi penyerapa n pa.ling sedikit sebesa r 
90% (sembilan puluh persen) da n ra ta -rataca paian 
keluaran m enunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(rujuh puluh lima persen) da ri Dana Desa ta ha p If 
yang telah d isalurkan; d an 

2 . aporan konvergen si pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 

3) Dalarn hal Desa tidak melak san a.kan BLT Oesa Ta hun 
Ang,garan 2020 selama 9 (sembilan) bu.Ja n , penyaJuran 
tah "p l1 Tahun Anggaran 202 1 di tamba h kan dokume n 
persayaratan berupa pera turan kepa la Desa m cngena i 
ridak terdapat calon ke luarga penerima m a nfoat BLT 
Desa yang memenuhi kriteria dan/ a tau tidak tersedia 
c h.-up anggaran per- bulannya .. 

(4) Ca;paian kelua..r-an sebagai.rnana dimaksud pa da ayat (2) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 d ihitung 
.. be.rdasa.rkan rcita·rat.a persentase a.:i.paian kelua ran dari 

luruh ke-giatan ·e ti a p Desa. · 
{ - 1 p l ~., enyu un.an 4ipora n realisasi penyempan dan ca pui.a n 

1-el •aran sebagnirnana d irnaksud pada ayat (2) huruf b . 
ang.ka 2 dan huruf c angl<'.a 1, dilak u kun sesua icit:ng.an 
mbk rderensi duta bid.,-uig., keg.iata n, sifat kegia ta n, ur;dan . 
kduunm, \'olume keJuaran, earn peng11.d· an, dan tap;li:.l.rl . 
►..eh..:1 .nm. · . · · 

.Dirirqfoi i:len~cm Co.,.,.S can ner 

, 
• .. 

. ·. : 
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(6) Dalam hal table referensi se bagaimana dimaksud pa da 
a yat (5) belum memenuhi kebutuhan inpu t data kepala 
~esa ~enyampaikan pennintaan pernbahan1 tabel 
1 eferens1 kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. 

Pasal 24 

(1) Dalam rangka penyaJuran Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima , kepala Desa menyampaikan Iaporan : 
a. data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan 

yang berlaku selama 12 (dua bela s) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
kepada Bupati; dan 

b . data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati. 

(2) PenyaJuran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuJuh masing-masing 
bulan disaJurkan setelah kepaJa Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelurnnya kepada Bupati. 

(3) PenyaJuran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan ke 
sebelas sampai dengan bulan ke dua belas masing- masing 
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya kepada Bupati. 

{4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan ke satu tahun sebelurnnya atau 
basil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
Kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember. 

Pasal 25 

(1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Dana Desa, Pemerin tah Dae rah melakukan 
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa. 

(2) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rincian SJ>2D 
penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

(3) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D 
hasil pemotongan dan Desa dari aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN). 

P.a:sal.., __ 

.Diri n dai ~e n.3a n Ca ,.,. Scan n.e r 
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Pasal26 

Kepala Dcsa menyampaikan Laporan Realisa si 
Pelaksanaan APBDesa kepa da Bupati Sirnculue c.q Kcpala 
Badan Pengelolaan Keu angan Daerah Kabupatcn Simeuluc 
dengan tembusan kcpada Kepala Dinas Pemberdaya an 
Masyarakat dan Desa Kabupaten S imeulue, Kepa1a 
Isnpektorat Kabupaten dan Camat meliputi: 
a. Laporan Semes ter Pertarna~ d an 
b . Laporan Semes ter Akhir Tahun. 
Laporan realisa si pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1) berupa Japoran realisasi APBDesa. 
Laporan Semester Pertama s ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hun1f a disampa ikan paling lamba t pada ak hir 
bula n Juli tahun berja lan. 
Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lamba t pa da 
akhir bula n J anuari tahun berikutnya. 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 27 

(1) Bupa ti melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa 
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa 
mengenai sisa Dana Desa di RKD. 

(3) Bupati melakukan pemanta1,1an dan evaluasi atas capaian 
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
hunu b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran 
data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam 
dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana 
Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan. 

BAB VIII 
SANKS! 

Pasal 28 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 9 {sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) .setelah dikurangi kebutuhan Da na 
Desa untuk BLT Desa setiap tahapan. 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa seb~gaimana 
d imaksud pada ayat { l) .dikecua likan · dalam ha l 
berdasarkan basil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insiden til tidak terdapat ca lon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak 
tersedia cukup anggaran setiap bulanhya. 

.(4) 1-fas,L ... : .. 

Diyinrl.czi rl.en.9an. CarnS cann e r 
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(4} Hasil musyawarah Desa khusus/musyawa.rah in:,idcnti1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dit.etapkan 
dalam peraturan ke pa la Desa yang dikctJ.1h ui oleh 
Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang di unjuk. 

(5) Bupati menandai Desa yang akru1 dikenak.an sanksi 
pemotongan sebagairnana dirnaksud pc:1du ayat (1) pada 
penyaluran Dana Desa dala m apliJ.r..asi Online 
Monitoring Sistern Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OMSPAN}. 

Pasal29 

(1) Dalarn hal Pernerintah Desa tidak rnelaksanakan BLT 
Desa selarna 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 202 1, 
dikenakan sanksi pernotongan Dana Desa sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan dalarn hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 
insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/rnusyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh 
Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disampaikan o1eh Bupati kepada kepala KPPN se1aku 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa me1a1ui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai 
syarat penyaluran Dana Desa tahap 1I pada Tahun 
Anggaran 2022. 

BAB. .. ... 

. ' 
• . ,r. /' · ·., . J 
·. ·. '. '. . ;, - .. 
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Pcr.1turan Bu an 
h1nd ngk3n. 

"ETE r PEN TUP 
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rn mulai b rlaku p.1.da t,an 

A r etj p rano mcngct hu iny. mem rin tahkan 
p ··ngundangnn P r LU,d.n Bupati den • n menempatkan nya 
d,. l n B r't Da h Kabup, l ~n Simeuluc. 

Dit ·tapknn di Sina bang 
p da t n al 16 F bruari 2021 M 

04 Rajab 1442 H 

Oiundru1gkan di Sina bang 
pada tanggal 16 Februari 2021 M 

04 Rajah 1442 H 

SERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 
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• t' cr.i turan nupatl Slrnculuc 

No:no 

1· J ni:g-,11 

Tent.•n~ 

,I TAHUN 2021 

L HJ Ca t;i f't'm h.1giJ 11 dJn Pcnet,JpM, Ri11,i;in Dana Des_i 

SNIJp Or$.l l fi K,lllUP.l l <' il Si rn r ul11~ Tahun An('{l<lran 20J.l . 

RINCIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA 
OALAM KABUPATEN SIMEULU E 

TAHUN ANGGARAN 2021 

,• ---r---i---,--~ - ....,..----r--------

C•' I ~ .. m,.,, 
Pacu Dana Desa per• 

Ocsa 

l-.1'....+- I•" 

I ISIMWWE TENGMI 
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1~ 
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16 

II ISALANG 

17 

ts 
19 

20 

21 

22 
23 

2--1 

25 

26 
27 

2S 

29 

30 

31 

32 

JI/ ITELJPAH BARAT 

33 
-

34 
35 
:l (; 

37 
38 -
39 

40 
.,J 

4:? 
43 
-
44 
45 

4£, 

47 

N~mJ Ocs:1 

'" 
WEL WEL 

Kt\l\.lPUNG AIE 

LAUR[ ( 

l.A l\1/\Y,'\NG 

LAI\UBANG 

LAl\18,\YA 

DIHIT 

LATITIK 

WELLANGKUM 

KUTA BARU 

SEBB[ 
- - -

SUAK BARU 

I 

1-

Alokasl O;m1r I Alo!<asl Afirrn,ul I Alokasl Klncr ja Alokasl Formula 

-
W I ~ I ~ / 7) 

9.065.184.000 188.153.000 

288.153.000 
- --·- - 1 --

3.066.507.000 
153.097.000 

253.397 .000 

165.939.000 

181.166.000' 
-• - I -•- - - - - •• 

167.460.000 

-- - -· - - ,-- 185.928000 
- --- ,-- - •- - L - • -

(S)-/•l) •IS) • (6/• (l/_ 

12.419.844.000 
714.671.000 - - - -- - - - -
894.971 .000 

1.015.666.000 --· - __ _ 
742. 740.000 
--· - - -
729.034.000 
747.502.000 - - ------ ·-· -
762.939.000 

56 1.574 .000 

641.574 .000 

561 .574.000 

561.574.000 

561.574 .000 

561.574 .000 

56 1.574 .000 

561.574 .000 

561 .574 .000 

561 .574 .000 

561.574 .000 

56.t.574.000 

201.365 .000 --~ --r · :::~::~~ r-~m~: 
-- --: I ·-.-~ - -~:~ ::~::~~~ ~---;~!:!~~::~ 

LUAN SOREP -- •· 561.574.000 
561.574 .000 I - 1- - -- - -1 182.634.000 I 744.208.000 

-- I -- ---~1- 215.60s.ooo I . 837.182.000 

PUTRA JAVA 

LAU KE 

SITU FA JAVA 

UJUNG SALANG 

1--- - - -- - _ , --·----- ____ , _________ , __ -- - - -
561 .574.ooo I- ____ . 1_ . 1 264.210.000 I-- - 825.784 .ooo_ 
561.574.000 - - 213 .327.000 774.901.000 

9.065.184.000 576.306.000 3.536.283.000 I 13.177.773.000 
185.242.000 746.816.000 ---_ _? 61.5?_4 .00~ 1--- --- - - ---1 

561.574 .0011 ~ - 240.752.000 802.326.000 
NASREUHE 641.574.000 • 288.153 .000 296.834.000 1.226.561 .000 -- ----- --- - -- - - - -- - -------- -- --
MEUNAFA 561.574.000 - - 301.424 .000 862.998.000 

PADANG UNO! 

---•-- ·•-·- - ---•- - -- - ___________ _ _ _ L ___ __ _ , , 

ALONG 561.574.000 - • 215.882.000 777.456.000 - - - - -- -- ---- -- --- -- ·- --- . -- --- --- -- - - - - - -- - - --- -
PANTON LAWE 561.574 .000 • - 238.135.000 799.709.000 - ·- - - ----- - -- - ----- -- -- . -- - -- - - ---- -- ----- ---- -
MUTIARA 561 .574 .000 • - 234 .655.000 796.229.000 
-- ---- - - - I ------ -

TAMON JAVA - 1 - ~ l_:?74 .0!?_q_ l - , • 1 - _2_12:~~..:000 I _ _!.?~2_~~(J_(J_~ 
- - 260.492 .0ool 822.066.000 

------•-- - - - - - --- •--- --- ---- - -- --

KARVA BAKTJ _ --l - _ 551.574 -000 1--- ----,~-153.000- · - 266.441 .000 1.116.168.000 - -- --- - - - - -- --- -~ -- ---
TAMENG 561.574.000 ~ • 211.446.000 773.020.000 
LALLA BAHAGIA 561.574 .000 ___ _ - - 182.413.000 743.987.000 -- -- - -- - - --- -- --- ··--- -- -- -- ----- - ~- ---·-
SUAK MANANG 561.574 .000 - - 128.682.000 690.256.000 ---- --·-- - - -- -----------·----. --~---- -- -- - - --

561.574.000 --- - • 134.707.000 696.281 .000 - - ·--------- ·----- --·--- - ------ - ·-• -

JAVA BARU -- --·------ ,_ 
561.574 .ooo I_____ ,_ 

GANANG PUSAKO 

~NANGA~~!A __ , __ ?_?~~:_Q00 1- -- _____ __:.._j - - - 1--
BUNGA 561.574 .000 -

.164.516.000 I 726.090.000 
-- . - - -- -- - - ·- - ·---- -- . - - · -
256.979 .000 818.553.000 

10.108.331.000 188.153.000 4.186.277.000 14.582.762.000 

249 ,035 .000 
SILENGAS 
- - ---

BUNON 

561.574.000 ------____ , ____ -- -- --

-~~~~~~;: -T- ~~~:~~::~~~-r=-- ----:r- -·------~i----_ ~~~:~~~ :~~~ r----- --~!!:!-~;:: · 561.574 .000 

- - - - ·• •• - 1-- - --• - • I •-

LAAVON -- - --, --·561.574 .000 1------- - •- - --

188.233 .000 

188.191.000 

810.609.000 
- - ·- . ·-- -
749.807.000 

749.765.000 -- --·• _, _______ ------· - - ---- --·~-
ltJOR 561 .574.000 257.676.000 819.250.000 
SALUR LA.SENGALU 561.574 .000 - - ---- ---- - - - - - - -- .. - '"21£.894.000 . - --- "'i74A6'a.ooo 
--- -- · ---- - -----·- ----------- -·------·--- -- - . . . -- --··. ·-· -
5ALUR LATUN 561.574.000 189.233.000 750.807.000 
SALUR 561 .574.000 . 229.613 .000 791. 187.000 ___ ____ _ _ .., __ -----------~- ---- ---------- ·-·- --- -- - ··· · -- -- -- --- - - ··- · 
PUtAU TEUPAH ___ _ __ 561.574 .000 ________________ .... ·- -- _ ___ 30S.591000 . _ ... _ 867.165.000 

AWE KECIL 561 .574 000 288 .153.000 165.693 .000 -----··· ----· ·- - --- -· --- - · - - · ----- ·- - ··•----- - - •· · • -- ·-·- -
~JAISOS 561.574 .000 217.160.000 
lANTlK ·- - -- - --561.S74 :ooo - - ··· - - · - - --·-- - - ·------ -· - - - . ·210.629~000 . • 

J!UB-A.IIGHGtiT- -·:- :-5ci.s1-1·000 -- --···-- -·-- - -- -- -· ---- -·- .. . 2sa.isfooo 
lEUB-ANG !;61 .574.000 . 272.031.000 

1.015.420.000 

778.734.000 
-- -- -- ---

771.203.000 
- . --··-· 

819.729.000 - --·- - -- -·· -· . . 
833.605.000 

-

·.- ,J 
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. 

54 

55 

56 
57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 

V TELUK DAL.AM 

68 -
69 
70 

-·-
71 

72 

73 - -

-

-

74 
75 

76 
77 

VI 5/MWLUE BARAT 

78 
79 
8-0 
81 -
82 
83 -
84 
85 

85 
87 
88 
89 --
90 
91 

VII TWPAH SELATAN 

92 

93 
94 

95 

S7 
. 9e 

99 
100 

lDJ 

102 
103 

.lO'j · 

( N2ma Oesa 

561.S 4.0:., 

561.5 7-l .000 

10.506.759.000 

n;i tJ5 ~_.:,-JO / 
351051~'/) . 
15~ £.:~ 00-'.i I 

?€] E. 1:; :·./.,G ~ 

~:z 62s.r...-/J J 

lD ;,77 •Y✓,; i 

15.252..?.0 ~ .£?] 

SUKAKARYA 721 .575.000 
SINABAl'-G 641.574.000 
A AITE G i1UUA 561.574.000 
LUGU 641.574.000 
SEFOYA ' 561.574 .000 
G 'Tl 'G 641.574.000 
K U.A.LA MAKMUR 541. 574.000 
UJUNGTINGGI 561.574.000 

~NANG_ 541.574.000 
PULAU SIUMAT 561.574 000 
KOTA BATU 641.574.000 
~ 

LINGG! 561.574.000 

5.695.740.000 854.459.000 Z.555.079.000 9.115.278.000 

BABUSSALAM 561.574.000 
MUARA Ar-..1A.N 561.574 .000 - 218.222.ooo t---- 779. 55_()')0 

288.153.000 182 .552 OGl'.l l .f:32.279 coo~· 
1--------1------;--- ----- -----r---- --- r-- - --- - - ----
GUNUNG PUTIH 561.574.000 - 153.6-66 00C, 725.2"' .000 
------->----------------t- - - ---,---1r----

~U2._EBA~K 561.574.000 · 288.153.000 _ 222.71:S "0 ___ . 1.077..:5£.000 
KUALA BAKTI 561.574.000 • 288.153.000 124.237.000 973.':54.~ 
----- --- ------+-------+------ ---f-·---- --··--· - -- -- - - -
BULU HADIK 561.574.000 3 5.549 E,57 113 t1CO l 
SAM-BA- Y-=_·-_-_-_·--1-====5=6=1=.5=7=4-._000==·: ===========-::=========~--1,..._-----3_z_l.884 CX."10 -=~ 883 .:sE. _ Xl 
!:_UAN ~A_L_U ---t--__ 64_1_.574.000 · __ 4~ .~55.l\')9 _ ____ 1.0J4.139 _,., j 
TA JUNG RAYA 561 .574.000 - 275 S85.COO 337 . .:5£1.C _ 

------- - - --- ----i------- -- --- --- -- -- ----- -·--· 
KUALA BARU 561.574.000 · 337.790.COO 399.J.ls.COO 

8.261.036.000 
LAYABAUNG 641.574.000 ·--·------- - --
SE ABILA 641.574 .000 

343.182.000 854.459.000 5.414.449.000 
777 .297.0N 

538027000 

14..894.115.000 

l.41 S..S7l 000 

1.nS.601.000 
SIGULAI 641.574 .000 • 288.153.000 407.604.000 l..337.331 .0<X) 

SIN-AR- BAHAGIA 561.574 .000 · -:- 288.153.000 270.710.000 1.11 .437.000 
LAMA ilEK ____ ---561.574.000 --- · ·-: - 267 356..000- --·-···s13·93C.OO'J. 
·- -- -- - - - -- - --- ·--- ---------·- - -- -·- .. --- - -
BATU RAGI 561.574.000 · 2-15 .795.0C•O 807.359.000 
-----. - - - -·-- ---- ·-- -·-r-----·--· - ---- ---- -- -•--- --· 
MALASIIJ 641 .574.000 - 234 8 .000 876 333.IX(l 

-- --·- ·---· -- -
BABUL MAKMUR 561.574.000 22 .579 000 733.153.000 

111.591.000 - 53.; n s QOO ---1 -:;iiAID~oou - - --··· -- --- -- -·-- ---
AMAOAA J 641.574 000 ---·--- ------•------ -· - ·--- - --·- ------- ·--·-- - --- ---------
MITEUM 561.574.000 288.153.000 471 5S2 .000 1.31 .309 OCO 
l.HOKBIKHAU ·- 561 .574.000 . - . - . -·-= ---·21s2 o.roJ ---·-- 7°9.8.l~.i.w 
uTuiiG HARAPA,:1- -·--551.s1~ .ooo - - - -· · --- · -: - · ·--- · ·- -:- · - · i:;142 .ooo - - ·· :S!i.ooi.ro> 
SMJGGIRAN 561.574.000 

LHOK t.lA.Y.MUR -- ·- 561.574.00-0 

10.749.906.000 

171.591.000 

288.153.000 

319.410.000 
554 .32, .CX.'O 

4.579.979.000 15.6l8.0J3.0.)J 

S[I EUBUK 561.574 .000 ... _. _ __ __ _ _ __ __-_ _ _ _3.12 ~61.~"E .... _ "4 1_35. C("!O t 
SUAK LAMATAN ,- 561.S74 .000 129 QC' OL"'O 79(1 · ., l"\.Y 

ti~~kG~~ ·--!~i~~:Jj. ~--~-~----~-~-~ --~:-··-:_~~- ~- ·.: fa~:~~!:: -~ :'._:·~~I}~i-j 
Utul MAYANG - - • 5€1.574 000 ... --· - . .. .. 169 9u .000 7J1 .J ..! OC(J 

Y.E6UNBARU ·-··. 561.574000- . - -· ·-·· · .• - . . . 262:1~000 . i'.!393:JOJ,i 
- --· ·- - . - - ·- . . - - - .. -- -~ - - - -~ .. 

&AOtGONG 56 1.574.000 1% 3.35 000 ; ?.!i .:A1<.1 : 

~~i:~,;~,GG_I __ .. : _. ~tn:-.~ .. ··· ..... := .. -~- -_ ~-=~--.1_ -__ -__ .2!_'-.f~3:~~-- ___ ._~-. -~~:·:~ti; ~ ... ~-~~~--~j~{:j 
l.ABUHAN JAYA 561.574.000 _ 28 ' S~ 8-0.1 :H 1"(.~ ( 

LABIJHA;i si:iAu ·· .. . S&l .574 oori - . _26~.0'9-.i\CCO .. -· ~-· . . :~j 66-5_ ctii [ 
Ii!'1i~} ~~E_i. ~:- -l ··- .. 5:61_.57:i°-~oo ·-· --__ ---__ · .. ~--. -··· .. - . . - 266.~JS CO:) j.. . s:~_._lS·?:(~J 
tl:ft~c; -···- -J-·-·· 1it~~Yoooioo_; - ·· · - ··: 285 .h:16..l}t,~-I •. ,nw.t1:~.i - ·- . - . ~- .. --~5G.siioc-<Ji_:.: ·- -~ ·sis'.~·s.?fo.;f 

. . ·-. .. 



r 

:--
viii AlAFAN 

111 
112 

113 
1l4 

115 
116 

117 - -
118 

IX TEUPAH TENGAH 
119 
120 

121 
122 

123 

127 
>-----

128 

129 
130 

X 5/M EUWE CUT 

/3) {,I) 

Pl!_L!- U BA!'J~.K~I!°'! ___ 561.574.000 

LAB~~~ N-~~~---. _ 641.574: 0_DQ_ 
TRANS JERNG E __ ___ _ 551.574 09_g_ 
l!_~S_MER':_~T~ ____ 561.574.0Q0_ 
TRANS BARU 561.574.000 

/f,/ (1) 

751.222 .000 

294.079.000 

181.335 .000 
177.961.000 
176.920.000 

/!J/ 14/+{5)+(6rll/ 

81 2. 7.96.000 

935.653.000 

742.909.000 

7.39. 535.000 

738.494.000 

4. 571.592.000 686.364.000 - 3.056.405.000 8.315.361.000 

6.818.888. 000 - - 2.889.723.000 9.708.611.000 
MATANURUNG 561.574.000 - - 297.997.000 859.571.000 - -------- - --· - - - ·-- -~------ - _________ , _______ -
LASI KIN 64 1.574.000 - 269 .661.000 911.235.000 

---- --- -- - -·-·· --·- - - --- - -1--------1-- ---·----- I-------------
LANTING 561.574.000 - - 196.015.000 757.589.000 
BU5UNG INDAH - - - --561.574.000- - ---------_+------_-,---2- 0-8--.835 .000 770.409.000 
-- - --- . - -- ·- ---· =-- l...-------1---------
KAHAD 561 .574. 000 - - 327.695 .000 889.269.000 
_51_M-=P~A_N-_G_A_s_.1i._1L_--_,-_-_-_.s6JJ?~-ooo ----~~----====--=-- •--_-_-_-_-_-_-_--- i---1-6-8.00_7 __ 000 .,_ __ 12_9-.5-a-1.o~f.. 

189.038.000 750.612.000 -------1------ - - --+----- - ·---
282 .234.000 843.808.000 

- ------1-- -

ABAIL 561 .574.000 ------ --- ----- ---
NANCAWA 561 .574 .000 -
L ABU AH 561.574.000 - - 179.827.000 741.401.000 -------,,-- --- -- -- ------1------1----- -----1-------
SUA-SUA 561.574.000 - - 254.365.000 815.939.000 

-- - - -- - -----t 

BATU-BATU 561.574.000 - - 325.399.000 887.973.000 - ---------- -------'--------1------------1------_,__ ___________ _ 
SITUBU K 561.574.000 - - 189.650.000 751 .224.000 

4,492.592.000 - 576.306.000 1.520.743.000 6.589.641.000 
131 BUBUHAN 561.574.000 - - 130.461.000 692.035.000 

,__A_M_A_R_A_B_u ___ ___, ___ 5_6_1_.s.7-=4_.·o-_oo_· -•~-=-========~-;_-_-_-_2-s_-s_.-1_-s_3-=_.-o_o-=_o~~-=--=--=.-=.2~3-9·-.1s3~000 , ___ 1 __ -0-ss ___ BB-!}-=._.o~o-~-1 132 ---
133 
134 
135 
135 
137 

138 

KUTA INANG 561.574.000 - - 147.326.000 708.900.000 ______ __, _____ ____, ___ - ---·-!------·----
KUTA PADANG 561.574.000 - - 189.801.000 751.375.000 ------------<·- ----- - +--- ·---1---------4---::.:: - -
_SI_BU_ L~ _H -- 561.574_.o_o_o __ t--------- --- ---4--~} 6,5_~5.000 788.159.000 
_LA_T_A_K_AYA~-- 561.574.00~_, ______ - +--2_8_8..:...1..:..5..:..3·..:..o.::..oo::....J... _ __ 160.907.000 1.010--:634 .000-

---- ~ ------· - . 
__ 56_1~5! _4_. 000 ---·- - ---- , ______ - --~~ .. -~~9~g__ _ 789.i~ :.~~.P-

561 .574 .000 - 198.627.000 760.201.000 

BORENGAN ------
UJUNG PADANG 

JUMLAH TOTAL 79.337.213.000 l.029.546.000 4.034.142.000 35.283.429.000 119.684.330.000 

s· abang, 16 Februari 2021,v.;\ ,,,..-
BUPATI SIMEULUE 'I(.) 

ERLI HASIM 
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